
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI

KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya status Rumah Sakit Ibu
dan Anak Linggajati menjadi Rumah Sakit Umum Daerah
Linggajati yang berpengaruh pada jenis retribusi pelayanan,
maka perlu diatur Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, untuk menjamin kepastian hukum perlu
membentuk  Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati
Kabupaten Kuningan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049 );

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

12. Peraturan Pemeritah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);

13. Peraturan  Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan  Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
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15. Peraturan  Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah,  terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah
Sakit;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
Hk.02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban
Menggunakan Obat Generik Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 694);

20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
519/Menkes/Per/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Anestesiologi Dan Terapi Intensif Di Rumah Sakit;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite
Medik Di Rumah Sakit;

22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1691/Menkes/Per/VII/2011 tentang  Keselamatan Pasien
Rumah Sakit;

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2012 tentang
Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 413);

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang
Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 915);

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 1029);

27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pengangkatan Dan Penempatan Dokter Dan Bidang
Sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);
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28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165);

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Di Lingkungan
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 266);

30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
582/Menkes/SK/IV/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit
Pemerintah;

31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
Rumah Sakit;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun
2001 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan
Sistem Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak dan
Retribusi Daerah       (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor
15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah   (Lembaran
Daerah  Tahun 2005 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008
tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008  Nomor 68 seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 72 seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 74);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun
2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2011 (Lembaran
Daerah Tahun 2011 Nomor 156, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 58);

37. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga
Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas
(Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 13 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 12);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun
2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 20 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 19);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.

2. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.

3. Bupati adalah Bupati Kuningan.

4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati
Kabupaten Kuningan yang merupakan Rumah Sakit yang dimiliki
dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
melaksanakan fungsi pelayanan publik di bidang pelayanan
kesehatan.

5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati.

6. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum
lainnya yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah
Linggajati.

7. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan
perhitungan besaran tarif rumah sakit.

8. Tarif retribusi pelayanan kesehatan selanjutnya disebut tarif
retribusi adalah sebagian atau seluruh biaya penyediaan
pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang ada
di Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati, yang dibebankan
kepada pasien/masyarakat/penjamin yang disusun berdasarkan
biaya satuan unit cost dengan tetap mempertimbangkan
kontinuitas dan pengembangan mutu layanan, daya beli
masyarkat serta daya saing pelayanan sejenis.

9. Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten
Kuningan terdiri dari dua komponen yaitu penerimaan fungsional
dan penerimaan non fungsional.

10. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaaan yang
diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang
dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah


